BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Batas usia cakap hukum perspektif hukum positif
Aturan batas usia cakap hukum dalam hukum positif memiliki
ketentuan yang berbeda-beda dalam menentukan kualifikasi usia seseorang
dianggap telah dewasa atau cakap hukum antara substansi hukum yang satu
dengan yang lainnya atau dengan kata lain, penentuan batas usia cakap
hukum dalam hukum positif belum memiliki keseragaman. Kemudian,
karena ketidakseragaman ketentuan batas usia cakap hukum tersebut dapat
mengindikasikan terjadinya konflik hukum apabila ketentuan aturan batas
usia cakap hukum dalam satu substansi hukum bertemu dengan aturan
cakap hukum dari substansi hukum lainnya. Hal ini mengindikasikan
terjadinya ketidakrelevanan aturan mengenai batas usia cakap hukum
dalam hukum positif sehingga berdampak kontradiktif terhadap tujuan
peradilan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
2. Batas usia cakap hukum perspektif hukum Islam
Dalam penentuan batas usia cakap hukum, hukum Islam memiliki
ketentuan yang bersumber dari Al-Qur’an dan telah mencapai ijma’
Ulama’, yaitu seseorang dikatakan telah cakap hukum atau dalam istilah
figh disebut baligh apabila telah ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi

perempuan. Namun yang menjadi perdebatan atau ikhtilaf Ulama’ adalah
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penentuan batas usia cakap hukum bagi seseorang yang tidak mengalami
tanda-tanda jasmani sebagaimana yang disebutkan di atas.

Selain ikhtilaf terkait penentuan batas usia seseorang dianggap
baligh, para Ulama’ juga berbeda pendapat mengenai implementasi aqil
baligh jika dikaitkan dengan munakahat, muamalah, dan jinayah
dikarenakan dalam Al-Qur’an yang dijadikan sumber hukum Islam tidak
disebut secara jelas aturan tentang ketentuan anak di bawah umur apabila
bertindak dalam munakahat, muamalah atau jinayah. Namun dalam
menyikapi ikhtilaf Ulama’, berlaku hukum taglid terhadap satu pendapat
Ulama’ yang benar-benar diyakini.

Sehingga taglid kemudian menjadi jalan tengah untuk
menghilangkan kebingungan pada ummat dalam mengkategorikan batas
usia cakap hukum. Sehingga tujuan hukum Islam untuk mengatur
hubungan antara manusia dengan manusia yang lainya (hablu minannas)
dan hubungan antara manusia dengan Allah (hablu minallah) tetap berjalan
dinamis, sempurna, harmonis, dan universal sebagaimana yang merupakan
karakteristik hukum Islam.

Perbandingan batas usia cakap hukum antara hukum Islam dan hukum
positif

setelah melalui analisis terdapat beberapa persamaan dan
perbedaan diantara kedua konsepsi hukum ini. Diantara persamaan-
persamaan yang terdapat antara hukum positif dan hukum islam antara lain

dari tujuan hukumnya sama-sama bertujuan untuk memberikan
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perlindungan hukum, kepastian dan keadilan. Secara konsep, hukum positif
dan hukum Islam dalam menentukan batas usia cakap hukum sama-sama
untuk memenuhi konsep ketaatan dan kepatuhan pada hukum. Kedua
konsepsi hukum ini secara implementasi, dalam menentukan batas usia
cakap hukum keduanya tidak dapat diterapkan secara konsisten. Batas usia
cakap hukum dalam hukum positif dan hukum islam sama-sama dijadikan
sebagai norma yang merupakan tolak ukur kepantasan tingkah laku dalam
masyarakat. Selanjutnya dari segi konsekuensi seseorang yang telah
dipandang cakap hukum, Kkedua konsepsi hukum ini sama-sama
memberlakukan aturan yang mengikat dan memaksa. Kedua konsepsi
hukum ini juga sama-sama berpegang pada asas Res Judicata Pro Veritate
Habeur.

Kemudian perbedaan perbedaan yang terdapat pada penentuan
batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam terletak
pada sumber hukumnya. kemudian dari segi tolak ukur penentuanya.
Hukum positif menyebut secara jelas ketentuan batas usia cakap hukum
dalam aturan Undang-Undangnya, sedangkan hukum islam yang dijadikan
parameter ketentuan cakap hukum terletak pada tanda-tanda fisik.
Kemudian dari segi pembuatan hukumnya, hukum positif dibuat oleh
penguasa (pemerintah), sedangkan hukum Islam dibuat oleh Allah, lebih
dulu ada sebelum peristiwa untuk selanjutnya ditaati. Batas usia cakap
hukum dalam hukum positif ditujukan untuk mengatur hubungan hukum

antara manusia dan manusia, sedangkan batas usia cakap hukum dalam
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Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia dan juga
hubungan manusia dengan Allah. Ketidakseragaman penentuan batas usia
cakap hukum perspektif hukum positif pada praktiknya menimbulkan
konflik hukum dalam proses perasilannya, sedangkan dalam hukum Islam
aturan mengenai kriteria sesorang dapat dinyatakan baligh lebih mudah
diaplikasikan dalam praktik. karena yang dijadikan parameternya hanya
terbatas pada penyebutan tanda-tanda jasmaniyah yang telah disepakati

atau sampai ijjma’ Ulama’.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum khususnya lingkup pengadilan, menurut
hemat peneliti haruslah memiliki kompetensi yang baik dalam menyikapi
keberagaman aturan batas usia cakap hukum. Hakim yang merupakan
eksekutor dalam penentuan suatu putusan hukum haruslah jeli melihat
celah-celah ketidaksempurnaan aturan hukum terkait aturan penentuan batas
usia cakap hukum yang selanjutnya peneliti harapkan dapan disempurnakan
dengan putusan hakim yang mempertimbangkan suatu putusan dengan
dasar-dasar analisis yang Kritis sehingga tujuan peradilan dapat terwujud
untuk menjamin hak-hak para pencari keadilan.

2. Untuk lembaga, kiranya harus lebih meningkatkan lagi sarana-prasarana
bagi para peneliti dalam menunjang penelitian. Seperti buku-buku yang
memang penting untuk bahan referensi penelitian, kiranya harus dilengkapi

lagi.



113

3. Untuk pembaca, peneliti mengharapkan agar karya ilmiah ini dapat
dijadikan sebagai penambah hasanah keilmuan khususnya yang terkait

dengan batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam.
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